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PENETAPAN

No nor 0574/ Pa&. G 2017/ PA SUB

DEM KEAD LAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadlan Agama Sumbawa Besar yang nengadli perkara perkaratetenu
pada tingka pertarma tdah nenjauhkan penetapan ddam perkara cerd gugat

antara:

Nurhasanah brti A Mgid umur 37 tahun aganma ldam pend dkanterakhr
SD Pekerjaan Petan, betenpat tinggd d Dusun Bna Marga RT. 003 RW 004,
Desa Sowe Bang Kecamatan UWan Kabupaten Sunmbawa, sebaga Penggugat;

lawan

Syamsu Aiwansyah bin Dens Tunruy unur 44 tahun, agama Idam
pend d kan terakhir SO Pekerjaan Petan, bertenpat tinggd d Dusun B na Marga
RT. 003 RWO004, Desa Sowe Bang Kecametan Uan Kabupaten Sumbawa,
sebaga Tergugat;

Pengadlan Agama tersebu;

Setd ah nenbaca berkas perkarg

Set d ah nendengar keterangan penggugat dantergugét;
DUDUK PERKARA

Men nmbang, bahwa Penggugat dengan sura gugatannya tetanggd 14
Agustus 2017 yang terdaftar pada reg s e perkara Pengadlan Agama Sunbawa
Besar Nonor. 0574/Pdt. G2017 PA Sub tdah nengenukakan hd-hd sebaga
beriku :

1 Bahwa pada tanggd 19 Mre 1995 Penggugat dengan Tergugat
mel angsungkan pernikahan d Kecamatan UWan Kabupaen Sunbawa,
sebaga manaternyaa dai Dudika Kutipan Ata Nkah yang d kduarkan deh
Pegawa Pencata Nkah Kanta Uusan Agama Kecanatan Uan, Kabupaten
Sumbawa, Nonor : 0202/11/2005, tanggd 23 Pebruari 2005.

2 Bahwa setdah rikah antara Pengguga dan Terguga tinggd drumah O ang
Tua Terguga d Dusun Bna Marga RT.003 / RWO004, Desa Sowe Bang,
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Kecamatan UWan Kabupaten Sunmbawa, sdanma kuranglel h 25tahun, sanpa

Bu an Agustus Tahun 2016.
3. Bahwa sd ama pern kahan tersebut Penggugat dan Terguget td ah h dup rukun

sebaga layaknya suam igri, dan sudah d karuna anak 3 (tiga) aang anak
yang bernana:
1 Sup ai Adlla umur 21 tahun, berjen s kd am n perenpuan, tanet SMA
2 Syarif Hdayat dlah umur 19tahun berjeriskdanin Laki |ak, tamat SMA
3 Nnd Aianngsh unur 9tahun berjeris kd am n perenpuan, kd as4 SDQ

4. Bahwa sekita awd buan Nopenber tahun 2015 ketertranman rumah tangga
Penggugat dengan Tergugar mu a tidak harmoni s dengan adanya persdid han
antara Pengugat dan Tergugat yangterus nenerus yang suit unt uk drukunkan
lag dan puncaknya pada awd buan Agustus tahun 2016, yang d sebabkan
antaalankarena:
a Terguga sudah nen kahlag dengan warnita
b Sdam 1 (sau tahun betuu tuu Terguga sudah tidak pernah

me mberi kan naf kahlahr maupun bat hH nterhadap Penggugat,

¢. Penggugat tidak mau d maduy;

5. Bahwa aki bat dari persdidhan dan pertengkarantersebu, ki artara Penggugat
dan Tergugat tdah pgsahtenpat tinggd sdama kuranglel h 1 (saty) tahun dan
sdama itu pda Tergugat tidak pernah menberikan nafkah lahir dan bathin
kepada Penggugat.

6. Bahwa dengan kgadan tesebu runah tangga antaa Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak dapat dkna dengan bak sehngga tyuan perkaw nan
untuk nmembentuk rumah tangga yang sakinah, nawaddah dan rahnmah sudah
suit dpetahankan lag dan kerenanya agar masing masing phak tidak
mel anggar nonma hukum dan norme aganma nmeka percerdaan nerupakan
dtenaid teakhr bag Penggugat untuk menydesakan  per masd ahan
Penggugat dengan Tergugat.

7. Bahwa untuk nenmenuhi pasd 35 Perauan Pemerirtah No. 9 tahun 1975
apahla gugat an Penggugat dkabu kan, nmaka Penggugat nohon agar Paritera
Pengadlan Agama Sunbawa Besar nengri nkan sdinan puusan pekarain
yang td ah menpunyai kekuatan hukumtetap kepada Kantor Uusan Agama
Kecamatan Uan Kabupaten Sunbawa, untuk dlakukan pencataan pada
sebuah buku daftar yang d perunt ukkan unt uk kepenti ngantersebut.
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8 Penggugat sanggup membayar sd wuh b aya yangti nbu aki bat perkarain.

Ber dasarkan d asar/ ddil-ddil daas, Penggugat nmohon agar Ketua Pengadlan
Aganma Sumbawa Besar, segera nmeneriksa dan nmengadli perkarain, sd arj unya
men a uhkan pu usan yang amar nya ber bunyi :

PR MER:

1 Mengabu kan Qugatan Penggugat.

2 Men @ uhkantd ak sau bdinshugra Tergugat das Penggugat.

3 Menerirntahkan kepada Pantera Pengadlan Agama Sunbawa Besar urtuk
mengri nkan sdinan putusan yang tdah berkekuatan hukum tetap kepada
Pegawa Pencaa Nkah Kecanstan setempat urtuk nencatat percerdan
tersebu.

4. B aya perkara menuru hukum

SUBS DER;

Aau apahila Pengadlan Agama berpendapat lan nmohon perkara in dpuus

menur i hukum dengan seadl-adl nya (ex aequo & bono).
Men nmbang, bahwa pada perddangan yang dtdapkan penggugat dan
Terguga hadr sendri d pers dangan;

Men nbang, bahwa pada persdangan Penggugat nengg ukan
per mohonan secara lisan untuk nmencabut gugat annya dengan dasan Penggugat
td ah rukun kenbdi dengan tergugat;

Meni mbang, bahwa tergugat td ah memberi kan keterangan d nuka s dang
bahwa penggugat danterguga td ahrukun kembali dd am ber unah tangga;

Men nmbang, bahwa deh karena penggugat nencabu gugatannya meka
pe eri ksaan perkarain tidak dlarj ukan

Men nbang, bahwa untuk re engkap wdan penetapanin, dturjuk berita
acar a perd dangan sebaga bag an yang ti dak terg sahkan dari penetapanin;

PERTI MBANGAN HUKUM
Men nmbang, bahwa maksud dan tyuan gugaan penggugat add ah
sebaga nmanatesebu d das;

Men nmbang, bahwa berdasarkan pasd 49 ayat (1) Undang- Undang No mor 7
Tahun 1989 yang dubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun
2009, deh karena perkarain nenyangku bidang perkawnan artara orang yang
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beragama I|dam secara konpetens absdut merupakan wewenang pengadlan

agane urtuk mengadlinyg

Men nbang, bahwa sesua ketertuan pasd 73 aya (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989, d eh karena perkarain nerupakan perkara cera gugat maka
harus dgukan dtenpat tinggd penggugat (igeri) dan tenpat tinggd penggugat
berada ddam wlayah hukum Pengadlan Agama Sunbawa Besar, dengan
denmk an Pengadlan Aganma Sunmbawa Besar secara konpetens rd aif ber wenang
unt uk e meri ksa dan mengadli perkarain;

Men nbang, bahwa deh karena Penggugat nenggukan pencabutan
perkara secara lisan d perddangan dengan dasan Pengguga rukun dengan
tergugat, sdarjunya ngdis menperti nbangkan gugatan pencabutan perkara
Penggugat tersebut sebaga beri ku;

Men nbang, bahwa berdasarkan pasd 271 Ry, pencabutan perkara d
muka ddang dperbdehkan dengan ketentuan apahkila phak lawan bdum
menyanpa kan jawaban d persdangan meka tidak d perl ukan persetyuan dari
p hak lawan, namun kla phak lawan tdah menyanpakan jawaban maka
d perl ukan perset | uan p hak | anan;

Men nmbang, bahwa per nohonan pencabutan perkara deh Penggugat
d g ukan sebd umtergugat nenyanpa kanjawaban d pers dangan, deh karenanya
pencabutan perkara deh Penggugat tidak dperlukan adanya persetyuan dari
tergugat, nmeka permohonan pencabuan deh Penggugat tdah nemenuh
ketentuan pasd 271 Rvtersebu;

Men nbang, bahwa pencabutan sua u perkarajuga harus dsertd dengan
suatu dasan yang jelas dan logs urtuk mengh ndari adanya me mper ma nkan
suat u perkarg

Men nbang, bahwa deh karena dasan Pengguga urtuk mencabut
perkara add ah td ah rukun kenbdi dengan tergugat dd amrunah tangga, ng dis
berpendapat dasan pencabutan perkara Penggugat addah jelas dan tidak
mengada ada

Men nbang, bahwa perdamaan addah harus duamakan dengan
denk an kehendak damai urtuk berunmah tangga antara Penggugat dan tergugat
add ah sesuat u yang harus d uamakan;

Men nbang, bahwa oleh karena perkara in add ah b dang perkaw nan,
yakn masdah percerdan dan tidak nenyangku masdah kebendaan, maka
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apahila tecapa pedanmaan d@au para phak rukun kenbdi, penyd esa an

perkaranya add ah dengan pencabu an perkara d eh g hak yang nengg ukan serta
bukan dengan suat u akt a per dans arn

Men nbang, bahwa berdasarkan perti thangan tersebu d aas mgj dis
ber pendapat per nohonan pencabutan perkara deh Penggugat tersebu sangat
berd asan serta sesua dan tidak betertangan dengan perauwan perundangan
yang berl aku, deh karenanya gugat an Penggugat urntuk nencabut gugetan cerd
gugat terhadaptergugat pa u dkabu kar

Men nbang, bahwa meskipun perkara in bersfa belawanan daau
cortertious, namun karena d nohonkan pencabutan naka dtetapkan dd amsuatu
penet apan;

Men nbang, bahwa oleh karena perkara in ddam hkdang perkaw nan,
ber dasarkan pasd 89 aya (1) Unhdang-undang Nonor 7 Tahun 1989 sebaga mana
td ah d ubah terakhr dengan Undang-undang nonor 50 tahun 2009 b aya perkara
d bebankan kepada Penggugat;

Me mper hatikan segda pera wan perundang undangan yang berlaku dan

hukumsyard yang berkatan dengan perkarain ;
MENETAPKAN

1 Mengabd kan per nohonan pencabut an perkara No nor
0574/ Pdt. G 2017/ PA Sub dari penggugat;

2 Menerinahkan Pantera urtuk nmencata pencabutan perkara tersebut ddam
reg de perkarg

3. Menbebankan kepada Penggugat untuk nmenbayar baya perkarain sq unhah
Rp. 351 000,- (tigarausli ma pd uh sat uribu rud ah).

Demkan dtaapkan ddam dSdang permusyawaraan Mgdis Hakim
Pengadlan Agama Sumbawa Besar, deh kamh H M Msftuh, SH MEI sebaga
Ketua Mg dis seta H Ahnad Gani, SHdan A Rza Suad, SAg MHI sebaga
Haki m hak m Anggata, penetapan ducapkan dd am s dang terbuka untuk unmum
pada hari Rabutanggd 06 Septenber 2017 maseh bertepa an dengan tanggd 15
Dz Hjjah 1438 Hjriyah, dengan d bartu deh Titin Subhartin, S Hsebaga Pantera
Penggarti dengan d hadri deh Penggugat dan Ter gugat;
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Haki m Anggatal, Ketua Mg dis
H Ahmad Gan, SH H M Miftuh SH MEI
Haki m Anggat all,

A Rza Suad, SAg M HI

Pantera Penggarti,

Titin Suhartiri, SH

Perind an B aya Perkara:
1 Baya Pendaftaan Perkara Rp.  30.000,-

2 Baya Roses/ ATK perkara  Rp.  50.000,-
3. Baya Pangglan Rp. 260.000,-
4. Redaks Rp. 5.000,-
5 Mtera Puusan Rp. 6. 000, -

Junhah Rp. 351 000, -

(tigarausli ma pd uh sat uriburug ah)
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